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BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR %% TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN TEBO TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,
bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo merupakan suatu acuan dan proses
yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam
1 (satu) Tahun Anggaran dengan memperhitungkan potensi,

peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul ;

bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tebo merupakan acuan untuk menciptakan
sinergisitas pelaksanaan pembangunan daerah antar
wilayah, menciptakan sinergisitas pembangunan antar
sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta
menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam

pembangunan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu disusun Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) kabupaten Tebo Tahun 2018

yvang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor
3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3969);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang



10.

11.

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Penvusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4406);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
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Memperhatikan :

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2006  tentang Tata Cara  Penyusunan  Rencana
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)] Tahun
2015-2019;

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Tebo Tahun 2006-2025 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor
3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Tebo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
Perihal Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara  Penyusunan,
Pengendalian Dan  Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN TEBO TAHUN
2018.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Tebo.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi wewenang daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tebo sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2018.

BAB 11
SISTEMATIKA PENULISAN
Pasal 2

Sistematika Penulisan RKPD kabupaten Tebo tahun 2018 disusun sebagai

berikut :

BAB 1 : Pendahuluan
BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja

Penyelengaraan Pemerintahan



BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan
Daerah

BAB IV : Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

BAB V : Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah

BAB VI : Penutup

BAB III
KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 3

Isi beserta uraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini
tercantum dalam naskah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
Tebo tahun 2018 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal 4

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2018
merupakan dokumen kerja perencanaan pembangunan Kabupaten Tebo tahun

2018.

Pasal 5

Untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang otonom, maka semua

instansi Pemerintah Kabupaten Tebo harus mempedomani Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Setiap 1 (satu) tahun akan diadakan peninjauan kembail terhadap Peraturan
Bupati ini untuk disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

Perkembangan kehidupan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Tebo.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 29 -5 -~ 2017

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 492 - 5 - 2017
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